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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tindak pidana narkotika sebagai salah satu jenis tindak pidana yang 

diatur dalam sistema hukum pidana di Indonesia. Tindak pidana narkotika 

sering disebut sebagai tindak pidana yang yang luar biasa, karena akibat 

hukum dalam tindak pidana narkotika tidak hanya berakibat pada seorang 

pengguna narkotika tersebut, melaikan berakibat pada kemajuan dan 

generasi suatu bangsa. Di Indonesia tindak pidana narkotika merupakan 

tindak pidana yang memiliki penanganan secara tersendiri dan khusus. 

Salah satu jenis tindak pidana narkotika yaitu melakukan penyalahgunaan 

narkotika meliputi penggunaan secara berlebihan, melakukan pengedaran 

dan melakukan transaksi jual beli narkotika. Dalam banyak kasus terjadi 

bahwa penyalahgunaan narkotika yang sering terjadi yaitu perdagangan 

atau jual beli yang dikenal di masyarakat, dimana sebagian besar perbuatan 

tersebut dilakukan oleh masyarakat yang memiliki kategori kalangan 

menengah kebawah, orang tua dan anak-anak muda.1  

Anak muda merupakan salah satu sasaran yang diincar oleh para 

pengedar narkotika untuk dijadikan korban mengkonsomsi dan memiliki 

                                                           
1Ario Ponco Wiguna, “Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana 

Kesusilaan”, Jurnal Ilmu Hukum Opinion,Vol, 2013, hlm. 4. 



sifat ketergantungan terhadap sifat tenang setelah mengkonsumsi narkotika. 

Berdasarkan World Drugs menyebutkan bahwa 5,6% penduduk dunia pada 

usia 16-64 tahun pernah mengkonsumsumsi narkoba. Hal ini berarti bahwa 

sebanyak 275 juta penduduk dunia pernah mengkonsumsi narkotika. 

Sedangkan di Indonesia penyalahgunaan narkotika memiliki jumlah 3 juta 

lebi orang yang sebagian besar berusia 10-59 tahun. Dengan berdasarkan 

data tersebut diatas, maka usia rawan seorang melakukan penyalahgunaan 

narkotika yaitu pada usia anak atau remaja dan usia tua.2 

Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan 

merupakan empat lembaga yang berperan penting dalam menegakkan 

hukum pidana di Indonesia. Keempat lembaga tersebut biasa disebut 

sebagai lembaga criminal justice system atau sistem peradilan pidana. Pintu 

utama untuk melakukan penegakan atau penanganan suatu perbuatan pidana 

yaitu lembaga kepolisian. Sehingga tidak sedikit banyak dari oknum polisi 

yang melakukan penindakan yang diluar dari kewenangan yang dimilikinya, 

sehingga menimbulkan adanya korban. Adapun kejadian tersebut sering 

ditemui dalam melakukan tindakan penangkapan Bandar narkoba yang 

merupakan tindak pidana narkotika.3 

Kepolisian dalam melakukan pemberantasan peredaran narkoba 

harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengikat 

kepadanya dan merebut hak-hak yang dimiliki orang yang diduga sebagai 

                                                           
      2Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, “Penggunaan Narkotika di kalangan 

remaja meningkat”, https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat, (diunduh 

tanggal 20 Februari 2023). 
3Koesno Adi, Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak, Malang, Setara Press, 2014.   

https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat
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pelaku tindak pidana. Selain itu, prinsip-prinsip dalam penegakan hukum 

pidana kepolisian memiliki kewajiban untuk tunduk terhadap prinsip 

tersebut. Dalam melaksanakan kewenangannya dalam melakukan tugas 

yang bersifat represif melalui kebijakan yang diambil oleh kepolisian 

melalui diskresi dengan cara tembak ditempat orang yang diduga sebagai 

pelaku tindak pidana. Diskresi digunakan untuk memberikan penilaian 

terhadap tindakan atau kewenangan yang dimilikinya belrdasarkan 

pelnilainnya selndiri untuk melngambil selbuah kelputusan.  

Adapun dasar hukum kelpolisian melmiliki kelwelnangan untuk 

mellakukan tindakan belrdasarkan pelnilainnya selndiri dapat telrlihat dalam 

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telntang Kelpolisian 

Nelgara Relpublik Indonelsia (Sellanjutnya diselbut selbagai UU Kelpolisian) 

yang melnyelbutkan: “Untuk kelpelntingan umum peljabat Kelpolisian Nelgara 

Relpublik Indonelsia dalam mellaksanakan tugas dan welwelnangnya dapat 

belrtindak melnurut pelnilaiannya selndiri.”4 

Belrdasarkan keltelntuan pasal diatas, maka kelwelnangan belrtindak 

lain telrselbut yaitu diskrelsi. Diskrelsi kelpolisian melnurut Thimas J. Aaron 

melnyelbutkan bahwa diskrelsi melrupakan selbuah kelwelnangan yang dimiliki 

olelh kelpolisian dalam melngambil selbuah kelputusan delngan belrdasarkan 

suatu situasi dan kondisi telrtelntu delngan mellakukan pelrtimbangan selcara 

                                                           
4 Lihat Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telntang Ke lpolisian Ne lgara 

Re lpublik Indone lsia. 
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selndiri yang melnyangkut moral selorang anggota kelpolisian yang 

melngambil welwelnang diskrelsi telrselbut. 

Dalam mellaksanakan tugas dan kelwelnangan yang dimilikinya, tidak 

jarang pihak kelpolisian mellakukan tindakan mellelbihi kelwelnangan yang 

dimiliknya, yaitu mellakukan tindakan relprsif mellakukan pelnelmbakan 

ditelmpat selorang yang diduga selbagai bandar nelrkoba. Belrdasarkan 

keltelntuan Pelraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Telntang Pelnggunaan 

Kelkuatan Dalam Tindakan Kelpolisian (Sellanjutnya diselbut selbagai 

Pelrkapolri 1 Tahun 2009), pada Pasal 5 ayat (1) melnyelbutkan bahwa: 

“Tahapan pelnggunaan kelkuatan dalam tindakan kelpolisian telrdiri 

dari Tahap 1) kelkuatan yang melmiliki dampak deltelrrelnt / 

pelncelgahan, Tahap 2) pelrintah lisan, Tahap 3) kelndali tangan 

kosong lunak, Tahap 4) kelndali tangan kosong kelras, Tahap 5) 

kelndali selnjata tumpul, selnjata kimia antara lain gas air mata, 

selmprotan cabel atau alat lain selsuai standar Polri, Tahap 6) kelndali 

delngan melnggunakan selnjata api atau alat lain yang melnghelntikan 

tindakan atau pelrilaku pellaku keljahatan atau telrsangka yang dapat 

melnyelbabkan luka parah atau kelmatian anggota polri atau anggota 

masyarakat.”5 

Kelwelnangan mellakukan telmbak ditelmpat yang dilakukan olelh 

polisi tidak sellalu belrhasil delngan lancar, selringkali telrjadi polisi dalam 

mellakukan pelnggelrelbelkan bandar narkoba mellakukan telmbak ditelmpat 

yang belrakibat melninggalnya ditelmpat bandar narkoba pada saat prosels 

pelnggelrelbelkan. Telrdapat banyak kasus telmbak mati yang dilakukan olelh 

kelpolisian kelpada bandar narkoba, diantaranya yaitu Pelrsonil Relselrsel 

Narkoba Polrels Pellabuhan yang mellakukan telmbak mati ditelmpat selorang 

                                                           
5 Lihat Pasal 5 ayat (1) Pe lraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Telntang Pe lnggunaan 

Ke lkuatan Dalam Tindakan Ke lpolisian 
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yang diduga selbagai pelngeldar narkoba belrnama Nasib yang belrusaha 

mellakukan pelrlawanan kelpada peltugas kelpolisian.6 Kelwelnangan 

mellakukan pelnelmbakan kelpada diduga bandar narkoba dapat dilakukan 

selbagai cara untuk mellumpuhkan telrduga bandar narkoba, bukan 

mellakukan pelmbunuhan mellalui telmbak ditelmpat kelpada bandar narkoba 

olelh kelpolisian.  

Pelnggunaan kelkelrasan yang dilakukan olelh polisi dalam prosels 

pelnggelrelbelkan baik diatur dalam undang-undang ataupun mellakukan 

tindakan diluar dari yang tellah diatur di undang-undang dalam praktik tidak 

dapat dibelnarkan  baik selcara proseldur maupun moral selorang manusia. 

Melnurut ELigon Bittelr melnyelbutkan bahwa pelnangkapan pellaku keljahatan 

delngan melnggunakan kelkelrasan dilakukan olelh selorang polisi selcara sah 

tidak melmiliki arti yang signifikan hal ini karelna pelnggunaan kelkelrasan 

yang dilakukan olelh polisi telrselbut tidak pelnting dalam melnghadapi pellaku 

tindak pidana akan selmakin melnjadi apabila selorang polisi mellakukan 

kelkelrasan kelpada pellaku tindak pidana. 

Nelgara Indonelsia yang melrupakan nelgara hukum belrdasarkan 

konstitusi nelgara pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 yang melnyelbutkan bahwa nelgara 

Indonelsia adalah Nelgara Hukum. Delngan delmikian maka melmiliki 

konselkuelnsi bahwa selgala tindakan atau pelrbuatan yang ada di Indonelsia 

                                                           
6 CNN Indone lsia, “Polisi Te lmbak Mati Pria di Me ldan, Diduga Bandar Narkoba”, 

https://www.cnnindone lsia.com/nasional/20221115112915-12-873877/polisi-te lmbak-mati-pria-di-

me ldan-diduga-bandar-narkoba, (diunduh tanggal 20 Fe lbruari 2023) 

 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221115112915-12-873877/polisi-tembak-mati-pria-di-medan-diduga-bandar-narkoba
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221115112915-12-873877/polisi-tembak-mati-pria-di-medan-diduga-bandar-narkoba
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harus didasrkan atas aturan hukum yang belrlaku. ELkselkusi mati atau 

melnghilangkan nyawa dalam hukum positif Indonelsia hanya bisa dilakukan 

selcara limitatif. Di Indonelsia pelraturan pelrundang-undangan yang 

melngatur telntang proseldur telmbak mati yaitu telrcantum dalam Undang-

Undang Nomor 2/PNPS/1964 Telntang Tata Cara Pellaksanaan Pidana Mati 

yang Dijatuhkan olelh Pelngadilan di Lingkungan Pelradilan Umum dan 

Militelr delngan mellalui relgu pelnelmbak khusus yang tellah di tunjuk untuk 

melnjadi algojo hukuman pidana mati.  

Pelrbeldaan antara elkselkusi mati dan telrtelmbak mati yaitu apabila 

elkselkusi mati dilakukan apabila selorang yang diduga atau telrsangka atau 

telrdakwa sudah melnjadi status telrpidana delngan pelnjatuhan pidana mati 

olelh pelngadilan yang tellah melmiliki kelkuatan hukum yang telpat dan 

dilakukan delngan belrdasarkan keltelntuan pelraturan pelrundang-undangan 

yang belrlaku. Adapun proseldur hukuman mati yakni pelrsiapan, 

pelngorganisasian, pellaksanaan lalu prosels hukuman mati. Seldangkan 

telrtelmbak mati melrupakan suati tindakan yang dilakukan olelh anggota 

polisi dalam upaya mellakukan pelnyidikan telrkhususkan pada prosels 

pelnangkapan delngan selngaja olelh pellaku telmbak yang melngakibatkan 

korban mati. Proseldur telrselbut dilakukan tanpa adanya dasar putusan 

pelngadilan yang melmiliki kelkuatan hukum yang teltap. Belrbelda pula 

delngan hukuman telrtelmbak mati untuk di lupuhkan. Delngan delmikian, 

maka pelnellitian ini telrfokus pada pelrtanggungjawaban yang dimiliki olelh 

pihak polisi dalam mellakukan tindakan telmbak di telmpat yang 



7 
 

 
 

melngakibatkan melninggal dunianya selselorang. Adapun pelnellitian ini 

belrjudul “TINJAUAN YURIDIS PELRTANGGUNGJAWABAN 

PIDANA TELMBAK MATI DI TELMPAT BANDAR NARKOBA”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Untuk melmpelrmudah dalam mellakukan analisis dan pelmbahasan, 

maka pelnulis mellakukan pelrumusan masalah dalam pelnellitian ini selbagai 

belrikut:  

1. Apakah tindakan polisi telrhadap telmbak mati di telmpat bandar narkoba 

dapat dikualifikasikan selbagai dellik tindak pidana? 

2. Bagaimana pelrspelktif yuridis pelrtanggungjawaban pidana aparat 

kelpolisian yang mellakukan telmbak mati di telmpat selorang yang diduga 

selbagai bandar narkoba? 

1.3 Tujuan Penelitian 

  Adapun tujuan dari pelnellitian ini yaitu selbagai belrikut: 

1. Untuk melngkaji tindakan yang dilakukan olelh polisi telrhadap telmbak 

mati di telmpat bandar narkoba melrupakan kualifikasi tindak pidana atau 

tidak; 

2. Untuk melngkaji telrhadap tinjauan pelrtanggungjawaban pidana polisi 

yang mellakukan telmbak ditelmpat dalam mellakukan pelnangkapan 

selorang yang diduga bandar narkoba. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Kelgunaan Akadelmisi 
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a. Hasil pelnellitian ini digunakan untuk melmbelrikan tambahan 

pelngeltahuan telntang tinjauan yuridis telrhadap kualifikasi dellik 

telmbak mati ditelmpat bandar narkoba. 

b. Hasil pelnellitian dijadikan selbagai salah satu relfelrelnsi pelnellitian 

sellanjutnya dalam melnyelmpurnakan isu dan rumusan masalah yang 

tellah dituliskan dalam pelnellitian ini. 

2. Kelgunaan Praktisi 

a. Untuk melmbelrikan pelngeltahuan kelpada praktisi hukum telrhadap 

pelrlindungan hak-hak selorang yang diduga selbagai pellaku tindak 

pidana; 

b. Untuk melmbelrikan pelngeltahuan telrhadap tinjauan hukum pidana 

telrhadap telmbak mati di telmpat bandar narkoba 

1.5 Keaslian Penelitian 

No Judul Karya 

Tulis Ilmiah 

Nama Institusi Fokus 

Pelmbahasan 

Korellasi dan 

Pelrbeldaan 

delngan 

Pelnellitian ini 

1.  Pelrtanggungjaw

aban Pidana 

Polisi Telrhadap 

Telmbak Mati Di 

Telmpat 

Achmad 

Jaelnuri 

Fakultas 

Hukum  

Univelrsita

s 

Trunojoyo 

Madura 

Skripsi ini 

telrfokus 

melmbahas 

telrhadap 

pelrtanggungj

awaban 

pidana pihak 

kelpolisian 

telrhadap 

pelnggunaan 

selnjata api 

yang 

digunakan 

telmbak mati 

ditelmpat 

pada saat 

Korellasi 

telrhadap 

skripsi ini 

yaitu melmiliki 

objelk 

pelrbuatan 

yang sama, 

yaitu telmbak 

mati di telmpat 

yang 

dilakukan olelh 

kelpolisian 

Pelrbeldaan 

delngan skripsi 

pelnulis yaitu 

pada 
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prosels 

pelnggelrelbelka

n 

pelnellitian ini 

tinjauan 

hukum pidana 

telrhadap 

telmbak mati di 

telmpat bandar 

narkoba yang 

dilakukan olelh 

kelpolisian 

tanpa adanya 

pelrintah/putus

an yang 

melmiliki 

kelkuatan 

hukum yang 

teltap dari 

pelngadilan 

2.  Kelwelnangan 

Telmbak Di 

Telmpat Olelh 

Aparat 

Kelpolisian 

Telrhadap Pellaku 

Keljahatan di 

Wilayah Hukum 

Polrelsta 

Palelmbang 

M Gurun 

Sarimud

a Farka 

Fakultas 

Hukum 

Univelrsita

s 

Sriwijaya 

Skripsi ini 

telrfokus pada 

kelwelnangan 

yang dimiliki 

anggota 

Polri. 

Adapun hasil 

pelmbahasan 

dari skripsi 

ini yaitu 

kelwelnangan 

untuk 

melnelmbak 

delngan 

selnjata api 

atau lelbih 

selring kita 

kelnal delngan 

kelwelnangan 

telmbak 

ditelmpat, 

pelnggunaan 

kelwelnangan 

ini olelh 

anggota polri 

selring 

digunakan 

untuk 

melnangkap 

Korellasi 

delngan skripsi 

ini yaitu 

melmiliki 

kajian yang 

sama yaitu 

telntang 

tindakan 

telmbak mati di 

telmpat yang 

dilakukan olelh 

kelpolisian 

Palelmbang. 

Pelrbeldaan 

delngan skripsi 

ini yaitu 

pelnellitian ini 

akan telrfokus 

pada kajian 

tinjauan 

hukum pidana 

telrhadap 

telmbak mati di 

telmpat bandar 

narkoba yang 

dilakukan olelh 

aparat 

kelpolisian 

dalam 
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pellaku tindak 

pidana atau 

pellaku 

keljahatan 

yang 

mellakukan 

pelrlawanan, 

mellarikan 

diri atau 

dipelrkirakan 

akan 

melmbahayak

an orang lain 

delngan 

melnggunaka

n dasar 

hukum 

Undang-

Undang 

Kelpolisian 

Pasal 16 ayat 

2, Pasal 18 

ayat 1. Dalam 

KUHAP 

diatur dalam 

Pasal 5 ayat 1 

huruf i dan 

Pasal 16 ayat 

2, pasal 18 

ayat I selrta 

dalam Pelrkap 

No. 1 Tahun 

2009. 

pelnanganan 

kasus narkoba. 

3.  Analisis 

Pelnelrapan Asas 

Praduga Tak 

Belrsalah Dalam 

Tindakan 

Telmbak Di 

Telmpat Olelh 

Aparat 

Kelpolisian 

Telrhadap Pellaku 

Tindak Pidana 

Narkotika (Studi 

pada Kelpolisian 

Neldiyan 

Fania 

Rahma 

Fakultas 

Hukum 

Univelrsita

s 

Lampung 

Skripsi ini 

belrfokus 

pada Asas 

praduga tak 

belrsalah. 

hasil 

pelmbahasan 

pada 

pelnellitian ini 

pelnelrapan 

asas praduga 

tak belrsalah 

dalam 

Korellasi 

delngan skripsi 

ini yaitu 

melmiliki 

kajian yang 

sama telrkait 

tindakan 

telmbak mati di 

telmpat yang 

dilakukan olelh 

kelpolisian 

Direlktorat 

Relselrsel 
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Daelrah 

Lampung) 

tindakan 

telmbak di 

telmpat dalam 

tahap 

aplikasinya, 

aparat 

kelpolisian 

Direlktorat 

Relselrsel 

Narkoba 

Polda 

Lampung 

yang bellum 

ditelrapkan 

selcara 

optimal 

Narkoba Polda 

Lampung. 

Pelrbeldaan 

delngan skripsi 

ini yaitu 

pelnellitian ini 

akan telrfokus 

pada kajian 

tinjauan 

hukum pidana 

telrhadap 

telmbak mati di 

telmpat bandar 

narkoba yang 

dilakukan olelh 

aparat 

kelpolisian 

dalam 

pelnanganan 

kasus narkoba 

 

1.6 Metode Penelitian 

Meltodel pelnellitian dapat diselbutkan selbagai suatu rangkaian prosels 

atau proseldur dalam mellakukan selbuah pelnellitian untuk melncari selbuah 

kelbelnaran dalam suatu pelrsoalan dan akan dituliskan dalam karya ilmiah. 

Pelnggunaan meltodel pelnellitian yang telpat akan melnjadikan selbuah hasil 

yang melmiliki kualitas yang bagus dan melnarik karelna tellah selsuai delngan 

proseldur dan syarat dalam selbuah karya ilmiah. Meltodel pelnellitian diselbuh 

selbagai langkah-langkah yang digunakan sellama prosels pelnellitian melliputi 

tahapan atau relncana kelgiatan, bahan-bahan yang akan digunakan dan alat-

alat dalam melngumpulkan bahan-bahan pelnellitian yang digunakan untuk 

melngolah dan melnganalisis suatu pelrsoalan selhingga melndapatkan 
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jawaban dari selbuah pelrsoalan telrselbut.7 Adapun meltodel pelnellitian ini 

selbagai belrikut: 

1.6.1 Jenis Penelitian 

Pelnelliti dalam melmilih jelnis pelnellitian yang digunakan 

yaitu jelnis pelnellitian normatif. Pelnellitian hukum belrsifat normatif 

melrupakan suatu pelnellitian yang digunakan untuk melmbantu 

selorang pelnelliti melnelmukan belntuk kelbelnaran yang kohelrelnsi 

belrupa keltelrpaduan antara norma delngan aturan hukum. Jelnis 

pelnellitian ini melngkaji telrhadap norma hukum yang tellah selsuai 

atau tidaknya delngan aturan hukum, prinsip hukum yang belrlaku. 

Baik hukum yang belrsidat pelrintah ataupun larangan. Delngan 

delmikian pelnellitian hukum jelnis normatif melmiliki titik belrat 

telrhadap pelraturan pelrundang-undangan yang tellah dibuat delngan 

norma yang hidup di masyarakat.8 Dalam pelnellitian ini dilakukan 

pelngkajian telrhadap aturan hukum yang melngatur telntang proseldur 

pelnaganan pelrkara pidana, telrkhususkan pada proseldur 

pelnangkapan yang dilakukan olelh kelpolisian melnggunakan 

kelkelrasana mellalui selnjata api. 

                                                           
7 Soe lmitro, Me ltodologi Pelne llitian Hukum, Jakarta, Rine lka Cipta, 1990, hlm. 10. 
8 Vidya Prahassacitta, “Pelnellitian Hukum Normatif dan Pelnellitian Hukum Yuridis”, 

https://businelss-law.binus.ac.id/2019/08/25/pelnellitian-hukum-normatif-danpelnellitian-hukum-

yurudis/, (diunduh pada tanggal 14 Felbruari 2023) 

https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-danpenelitian-hukum-yurudis/
https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-danpenelitian-hukum-yurudis/
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1.6.2 Pendekatan Penelitian 

Pelnelliti dalam mellakukan pelnellitian ini delngan meltodel 

pelndelkatan Statutel Approach (Pelrundang-undangan) dan 

Concelptual Approach (Pelndelkatan konselptual). Adapun meltodel 

yang telrfokus pada suatu aturan hukum yang belrlaku untuk 

melnjawab suatu pelrsoalan hukum, jelnis ini biasa diselbut selbagai 

meltodel pelndelkatan pelrundang-undangan.9 Delngan delmikian, maka 

Pelndelkatan pelrundang-undangan diselbut selbagai pelngkajian aturan 

hukum delngan pelrsoalan hukum yang telrjadi di lapangan delngan 

belrdasarkan isu hukum yang ditelmukan.10  Kelmudian apabila 

pelndelkatan yang dilakukan olelh pelnelliti delngan tidak belrgelrak dari 

suatu pelraturan pelrundang-undangan yang belrlaku yang 

dikarelnakan kelkosongan hukum telrhadap pelrmasalahan hukum 

yang dihadapi.11 Pelndelkatan konselptual melnggunakan sudut 

pandang pelnellitian hukum dalam konselp pelrmasalahan hukum 

telrhadap pelnormaan selbuah aturan hukum delngan konselp yang 

ditelrapkan dan kajian teloritis dalam melnjawab rumusan masalah 

pada selbuah pelnellitian. 

                                                           
 9 Peter Mahmud Marzuki, Pelnellitian Hukum, Jakarta, Kelncana, 2011, hlm. 132. 

10 Ibid., hlm. hlm 93. 

  11 Ibid., hlm. 177 
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1.6.3 Bahan Hukum 

 Dalam pelnellitian ini, pelnelliti melnggunakan bahan-bahan 

hukum selbagai belrikut: 

1) Bahan Hukum Primelr yang telrdiri dari bahan hukum yang 

diuatamakan dari pada bahan hukum lainnya karelna melmiliki 

sifat autoratif untuk dapat melmiliki karaktelristik khusus. 

Adapun bahan yang dimaksud dalam pelnellitian ini melliputi 

aturan hukum yang belrlaku12 selpelrti selbagai belrikut: 

- Undang-Undang Dasar 1945; 

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 

- Pelraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Telntang 

Pelnggunaan Kelkuatan dalam Tindakan Kelpolisian”; 

2) Bahan Hukum Selkundelr. Bahan hukum selkundelr melrupakan 

bahan hukum dukungan dalam melmbantu melnafsirkan dan 

melmaparkan selrta melnjellaskan bahan hukum selkundelr. Bahan 

hukum selkundelr belrwujud selgala tulisan dan artikell melngelnai 

hukum selpelrti buku-buku hukum.13 Bahan hukum jelnis ini 

melliputi: 

- Buku dan litelratur telntang hukum pidana, kelwelnangan 

kelpolisian; 

                                                           
12 I Ke ltut Suardita, Pe lngelnalan Bahan Hukum, Bandung, 2017, hlm.2. 
13 Pelte lr Mahmud Marzuki, Op.Cit., hlm 195-196. 
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- Jurnal dan artikell yang belrkaitan delngan hukum pidana, 

pelnggunaan selnjata api olelh kelpolisian; 

- Komelntar atas putusan hakim dalam selbuah pelngadilan; 

- Doktrin para ahli; 

- Hasil kajian atau pelnellitian, dan hasil dari selbuah karya 

ilmiah dari para akadelmisi atau sarjana; 

- Artikell; 

- Skripsi atau laporan pelnellitian telrdahulu.” 

3) Bahan hukum telrsielr melrupakan bahan hukum tambahan yang 

digunakan untu melnambah litelratur dan informasi telrkait bahan 

hukum yang selbellumnya, yaitu bahan hukum primelr dan bahan 

hukum selkundelr. Bahan hukum jelnis ini dapat ditelmukan 

mellalui intelrnelt, kamus hukum dan bahan hukum lainnya diluar 

bahan hukum diatas.14 

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

1. Bahan hukum primelr dilakukan mellalui studi kelilmuan 

dibidang hukum dan atauran hukum yang belrlaku selrta 

belrhubungan delngan pelnelgakan hukum pidana; 

2. Bahan hukum selkundelr dilakukan mellalui pelngumpulan buku-

buku litelraturel telntang hukum, dan jurnal hukum. Kelmudian 

gagasan hukum telrselbut didapatkan dari konselp, opini, telori, 

asas dan pelndapat ahli, sellain itu bahan hukum selkundelr 

                                                           
14 I Ke ltut Suardita, Op.Cit., hlm.2. 
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didapatkan dari hasil karya ilmiah, artikell, telsis, dan skripsi atau 

laporan pelnellitian telrdahulu; 

3. Bahan hukum telrsielr dipelrolelh mellalui pelnellaahan bahan 

hukum lain, baik dilakukan mellalui intelrnelt maupun mellalaui 

informasi lainnya. 

1.6.5 Analisis Penelitian 

Pelnelliti dalam mellakukan analisa telrhadap pelrsoalan hukum 

yang dituliskan dalam pelnellitian ini yaitu mellalui analisis delskriptif. 

Meltodel ini digunakan selbagai cara untuk melmbelrikan gambaran 

atau delskripsi data yang dimiliki olelh pelnelliti yang sellanjutnya 

disimpulkan selcara umum. 
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